UNIVERSITAS ESA UNGGUL

DAFTAR REFERENSI

Anggraini, K. (2018). Tinjauan Pengembalian Klaim BPJS Terkait Penetapan
Kode Penyakit Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Bhakti Mulia. Universitas
Esa Unggul.

BPJS Kesehatan. (2014). Teknis Verifikasi Klaim.

BPJS Kesehatan. (2018). Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG Panduan
Manual Verifikasi Klaim INA-CBG. 2938(14).

Department Kesehatan. (2006). Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah
Sakit 2.

Dian, D. (2018). Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Keperawatan, Resume
Medis, dan Pemeriksaan Penunjang Dengan Ketepatan Kode Diagnosa Pada
Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Sumber Waras Tahun
2018. Retrieved from Universitas Esa Unggul

Febrianti, L. N., & Sugiarti, I. (2019). Kelengkapan Pengisian Formulir Laporan
operasi Kasus Bedah obgyn Sebagai Alat Bukti Hukum. 7(1), 1-9.

Hatta, G. (2014). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Pelayanan
Kesehatan (Revisi 3; G. Hatta, Ed.). Jakarta.

Huffman. (1994).

Kementerian Hukum dan HAM. (n.d.). Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia NO 512/Menkes/PER/IVV/2007 Tentang lzin Prakti dan Praktik
Kedokteran.

Kementerian Hukum dan HAM. (1992). Undang - Undang Perasuransian No 40
TAHUN 2014. Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM. (2003). Keoutusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia NO 560/MENKES/SK/1V/2003.

Kementerian Hukum dan HAM. (2009a). Undang - undang kesehatan no 36 tahun
2009. Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM. (2009b). Undang - undang rumah sakit no 44
tahun 2009. Jakarta: Sekertariat Negara.

Kementerian Hukum dan HAM. (2011). Undang - undang BPJS kesehatan no 24
tahun 2011. Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM. (2015a). Peraturan Presiden Republik Indonesia
NO 77 Tahun 2015 Tentang PEDOMAN Organisasi Rumah Sakit. Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM. (2015b). Undang - Undang No 36 tahun 2015
tentang pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan
kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional. Jakarta.



UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Kementerian Hukum dan HAM. (2016a). Peraturan Menteri Kesehatan No 52
Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM. (2016b). Peraturan Presiden no 19 TAHUN
2016. Jakarta.

Kementrian Kesehatan. (n.d.). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
NO 1014/MENKES/SK/1X/2008.

Kementrian Kesehatan. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan no 269 tahun 2008.
Jakarta.

Kementrian Kesehatan. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
NO 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Kementrian Kesehatan. (2013a). Peraturan Menteri Kehatan Republik Indonesia
NO 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.

Kementrian Kesehatan. (2013b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesoa NO 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium
Klinik Yang Baik.

Kementrian Kesehatan. (2015). Peraturan Menteri Kehatan RI NO 85 Tahun 2015
Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit.

Megawati, L., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pengembalian
Berkas Persyaratan Klaim BPJS Pasien Rawat Inap di RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta. 1(1), 36-43.

Putri, K. (2019). Analisis Kelengkapan Berkas Persyaratan Klaim BPJS
Kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit Bakti Mulia. Retrieved from
https://digilib.esaunggul.ac.id/

Sidik, M. (2012). Persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Arvita Bunda. 13(2).
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Utomo, K. (2016). Analisis Kelengkapan Berkas Kelengkapan Klaim BPJS
Kesehatan rawat inap. Universitas Esa Unggul.

Wariyanti. (2013). Hubungan antara Kelengkapan Informsi Medis dengan
Keakuratan Kode Diagnosis pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di
Rumah Sakit Umum Derah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.

Widjaja, L. (2014). Modul Audit Pendokumentasian Rekam Medis. Jakarta.
Widjaja, L. (2015). Manajemen Informasi Kesehatan 1 (MIK 1) (1st ed.). Jakarta.



	DAFTAR REFERENSI

